KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 15 TAHUN 2004

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II
YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN KE ATAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
:
a.
bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun;

b. bahwa dalam rangka penataan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003, dan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan serta produktivitas aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan evaluasi kinerja pejabat struktural eselon I dan II di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang telah berusia lebih dari 56 tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon I dan II Yang Telah Mencapai Usia 56 Tahun Ke Atas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2001 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
 :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II YANG TELAH MENCAPAI USIA 56 TAHUN KE ATAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 1

(1) Penilaian Kinerja Pejabat Struktural eselon I yang telah mencapai usia 56 tahun ke atas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;

(2) Penilaian Kinerja Pejabat Struktural eselon II yang telah mencapai usia 56 tahun ke atas dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

Penilaian kinerja Pejabat Struktural eselon I dan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Prestasi meliputi dukungan analisis, dukungan ide/kreasi, dukungan problem solving, modifikasi subyek, dukungan networking, coverage tupoksi lembaga;

b. Dedikasi meliputi komitmen pada tugas, efektivitas kerja di kantor,
konsistensi back up pimpinan;

c. Loyalitas meliputi
keselarasan dengan kebijakan pimpinan, prioritas agenda kerja, appeal kepada pimpinan, tugas sampingan di luar tupoksi;

d. Perilaku meliputi dukungan staf, indikasi KKN, potensi sumber konflik, public acceptance.

Pasal 3

Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan memperhatikan tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

(1)
Berdasarkan hasil penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri dapat mengambil kebijakan :

a. Mengusulkan pemberhentian dari jabatan struktural eselon I kepada Presiden dan atau;

b. Perpanjangan dalam jabatan struktural untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.

(2)
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Baperjakat merekomendasikan :

a. Perpanjangan dalam jabatan struktural untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya dan atau;

b. Pemberhentian dari jabatan struktural.

Pasal 5

Bentuk Naskah penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2004

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
: 15 TAHUN 2004

TANGGAL
:  6 Januari 2004

BENTUK NASKAH PENILAIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL

1. Identitas Pejabat Struktural :

	Nama
	:
	

	NIP
	:
	

	Tanggal Lahir
	:
	

	Pangkat/Gol.
	:
	

	Jabatan
	:
	


2. Penilalan Kinerja Pejabat Struktural :

	PARAMETER PENILAIAN
	BOBOT
	RATING NILAI
	NILAI 1)

	
	
	4
	3
	2
	1
	

	1. Prestasi (20) :
	
	
	
	
	
	

	a. Dukungan analisis
	5
	
	
	
	
	

	b. Dukungan ide/kreasi
	4
	
	
	
	
	

	c. Dukungan problem solving
	4
	
	
	
	
	

	d. Modifikasi subyek
	3
	
	
	
	
	

	e. Dukungan networking
	2
	
	
	
	
	

	f. Coverage tupoksi lembaga
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Dedikasi (30) :
	
	
	
	
	
	

	a.  Komitmen pada tugas
	10
	
	
	
	
	

	b.  Efektivitas kerja di kantor
	10
	
	
	
	
	

	c.  Konsistensi back up pimpinan
	10
	
	
	
	
	

	~
	
	
	
	
	
	

	3. Loyalitas (35) :
	
	
	
	
	
	

	a.   Keselarasan dgn kebijakan Pimpinan

_
	10
	
	
	
	
	

	b.   Prioritas agenda kerja
	5
	
	
	
	
	

	c.   Appeal kepada pimpinan
	10

__
	
	
	
	
	

	d.   Tugas sampingan di luar Tupoksi
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
Perilaku (15) :
	
	
	
	
	
	

	a.   Dukungan staf

__
	3
	
	
	
	
	

	b.   Indikasi KKN
	4
	
	
	
	
	

	c.   Potensi sumber konflik
	4
	
	
	
	
	

	d.   Public acceptence
	4
	
	
	
	
	

	
JUMLAH SKOR 2)
	
	
	
	
	
	

	% TERHADAP SKOR MAKS 3)
	
	
	
	
	
	


Keterangan

1) Nilai = bobot dikalikan dengan rating niiai

2) Jumlah skor = jumlah keseluruhan

3) % terhadap skor maksimum = jumlah skor dibagi 4

3. 
Rekomendasi :

a. Diperpanjang dalam jabatan struktural untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.
b. Diberhentikan dari jabatan struktural.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO
